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      One of the problems which have cohesive correlation to registration of 
Pilgrimage Congregation Aspirants at Religious Affair Ministry office of 
Pangkalpinang City in 2011 was its service that is not optimal yet given by 
pilgrimage service officers. It was caused by various factors such as incomplete 
and insufficient service room, incapable Pilgrimage Congregation Aspirants 
registration officers in giving service.  Therefore in the service process of 
Pilgrimage Congregation Aspirants registration needs to be improved its quality, 
so that the title of this research was “The Analysis of Service Quality of 
Pilgrimage Congregation Aspirants Registration at The Religious Affair Ministry 
Office of Pangkalpinang City in 2011.” The aim of the research was to determine 
the condition of the service quality of Pilgrimage Congregation Aspirants 
registration at The Religious Affair Ministry office of Pangkalpinang City in 
2011. The research used descriptive qualitative method. In this research, the 
researcher considered the object completely, a reality cannot be considered 
partially. The reality of the research was not only the ostensible objects, but also 
something behind the ostensible objects. The method was also used to gain the 
intensify data, a data that consist of a meaning. To gain a valid and objective data, 
thus in the data accumulating technique, it used 3 techniques; these were first, 
interview technique; second, observation technique, third documentation 
technique. The research result showed that there was inadequacy or impropriety 
toward all five dimensions of service quality (tangible, responsiveness, reliability, 
assurance, & empathy). Based on the research, the Religious Affair Ministry 
Office of Pangkalpinang City is recommended to furnish the equipments of 
pilgrimage congregation aspirants registration especially the complete 
SISKOHAT  equipments, inorder in giving service to the society can be more 
optimal so the quality of pilgrimage congregation aspirants registration the future 
can be achieved as wish. 
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Kata Kunci:  Kualitas Pelayanan 
 
  
      Salah satu masalah yang erat kaitannya dengan pendaftaran calon jemaah haji 
pada Tahun 2011 di Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang adalah 
belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan haji. 
Hal ini disebabkan berbagai faktor mulai dari ruang pelayanan yang belum 
lengkap dan memadai  sampai kepada petugas pendaftaran calon jemaah haji yang 
kurang terampil dalam melayani. Oleh karena itu dalam proses pelayanan 
pendaftaran calon jemaah haji perlu lebih ditingkatkan kualitasnya, sehingga judul 
penelitian ini adalah “Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Calon Jemaah Haji 
pada Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang Tahun 2011". Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pendaftaran 
calon jemaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang Tahun 
2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian 
ini, peneliti memandang obyek secara utuh, suatu realitas tidak dapat dilihat 
secara parsial. Realitas dalam penelitian ini tidak hanya yang tampak saja, tetapi 
sampai pada di balik yang tampak tersebut. Metode ini juga digunakan untuk 
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.   Untuk 
mendapatkan data yang valid dan objektif, maka dalam teknik pengumpulan data 
menggunakan 3 teknik yaitu pertama, teknik wawancara; kedua teknik observasi; 
ketiga teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat 
kekurangan atau ketidaksesuaian terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan 
(Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance & Empathy). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, direkomendasikan bagi Kantor Kementerian Agama Kota 
Pangkalpinang untuk dapat segera melengkapi peralatan pendaftaran calon jemaah 
haji  terutama dengan peralatan SISKOHAT yang lengkap, agar dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal sehingga kualitas 
pelayanan pendaftaran calon jemaah haji pada tahun-tahun mendatang dapat 
tercapai seperti yang diharapkan. 
 
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA
 

PROGRAM PASCASARJANA
 

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 

PERNYATAAN 

TAPM yang beIjudul ANALISIS KUALITAS PELAYANAN
 

PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJJ PADA KANTOR
 

KEMENTERIAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011
 

adalah hasil karya saya sendiri, dan se1uruh sumber yang di kutip maupun di rujuk
 

telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari temyata ditemukan
 

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.
 

Pangkalpinang, April 2013
 

Yang menyatakan,
 

Helda Ruyani
 
NlM 016182301
 

111 

~ 

'. •-- " 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



LEMBARPERSETUJUAN
 
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
 

JUDUL TAPM 

NAMA 

NIM 

PROGRAM STUDI 

Pembimbing I, 

Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Calon 

Jemaah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Pangkalpinang Tahun 2011 

Helda Ruyani 

016182301 

Magister Administrasi Publik (MAP) 

Menyetujui:
 

Pembimbing II,
 

I 

Dr. Sandra Sukmaning Adjie, M.Pd., M.Ed. 
NIP 19590105 198503 2 001 

Mengetahui: 

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik 
Program Magister Administrasi Publik, 

Florentina Ratih Wulandari, S.lP, M.Si. 
NIP 19710609 199802 2 001 

Direktur Program Pascasarjana (PPs), 

uClati, M.Sc., Ph.D. 
NiP 195202131985032001 

lV 

"
. -- ­- . ~ 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Penguji Ahli, 

Dr. Adi Suryanto, M.Si. 
NIP 19691208 199403 1 001 

r' 
Penguji r, 

/ 
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. ...... ; 

I _ . 
NIP 196311161990031 001 

I C' \ L:::':-

Penguji II, 

Dr. Sandra Sukmaning Adjie, M.Pd., M.Ed. 
NIP 19590105 198503 2 00 1 

UNlVERSITAS TERBUKA
 
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
 

PENGESAHAN 

NAMA : Helda Ruyani 

NIM : 016182301 

PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik (MAP) 

JUDULTAPM : Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Calon Jemaah 
Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota 
Pangkalpinang Tahull 2011 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister 

(TAPM) 

Magister Administrasi Uk Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: 

Hari/Tanggal : Minggu /07 April 2013 

Wak t u 10.00 - 12.00 Wib 

Dan dinyatakan LULUS 

Panitia Penguji TAPM 

Ketua Komisi, 

Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
 
NIP 19660619 199203 1 002
 

v 

.", .' ~-

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



KEMENTERIAN PENDIDlKAN NASIONAL
 
PROGRAM PASCASAR.JANA
 

UNIVERSITAS TERBUKA
 
.II. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
 

Telp. 021 ~ 7490941 (hunting)
 

SURAT PERNYATAAN PERBAlKAN
 
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Helda Ruyani 

NIM : 016182301 

Program Studi : Magister Administrasi Publik 

.Iudul TAPM : Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran caron .Iemaah 

Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Pangkalpinang Tahun 2011 

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs­

UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT 

selaku Panitia Ujian Sidang. 

Atas perhatian dan kerja sarna yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

Pangkalpinang, April 2013 
Mahasiswa. 

ff:;
 
NIM 016182301 

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik 
Program Magister Admi.llistrasi Publik, 

am Fadillah. M.Si. 
0118 199203 1 001 

Horentina Ratih Wulandari, S.IP. M.Si.
 
NIP 19710609 199802 2 001
 

Vl 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 vii

KATA PENGANTAR 
 

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur  ke hadirat Allah Swt karena 

dengan izin dan ridho-Nya, Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul 

“Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Calon Jemaah Haji pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pangkalpinang Tahun 2011” dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Saya berharap TAPM ini dapat memberikan masukan terhadap aparatur 

birokrasi publik dalam segala aspek pelayanan yang di lakukan, khususnya pada 

Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, sekaligus sebagai persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Administrasi 

Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta. 

Dalam pembuatan TAPM ini, saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.; 

2. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D.; 

3. Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik Program Magister Administrasi Publik  

Universitas Terbuka, Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si.; 

4. Pembimbing I, Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.; 

5. Pembimbing II, Dr. Sandra Sukmaning Adjie, M.Pd., M.Ed.; 

6. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang, Drs. Syarif Fadillah, M.Si.; 

7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang beserta staf; 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 viii

9. Kepala Seksi Haji dan Umroh beserta staf; 

10. Ayahanda & Ibunda tercinta serta saudara kandungku tersayang yang telah 

memberikan do’a dan dukungan moril yang tulus. 

Saya menyadari bahwa semua yang disajikan pada TAPM ini dalam rangka 

memenuhi kewajiban Tugas Akhir Program Magister (TAPM) di Universitas 

Terbuka (UT) masih belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan TAPM ini sangat diharapkan. 

Akhirnya, semoga TAPM ini memberikan manfaat bagi Kementerian Agama 

khususnya bagi Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan 

pendaftaran calon jemaah haji pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal.  

 

           Pangkalpinang,   April 2013 
 

 

 

                 Helda Ruyani  UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 x 
 

DAFTAR  ISI 
 

 
 Halaman 
Abstrak Inggris .............................................................................................. i 

Abstrak Indonesia .......................................................................................... ii 

Pernyataan ..................................................................................................... iii 

Persetujuan .................................................................................................... iv 

Pengesahan .................................................................................................... v 

Pernyataan Perbaikan dan Penyerahan Naskah TAPM ................................ vi 

Kata Pengantar .............................................................................................. vii 

Keterangan Layak Uji ................................................................................... ix 

Daftar Isi ........................................................................................................ x  

Daftar Gambar ............................................................................................... xiii 

Daftar Tabel ................................................................................................... xiv 

Daftar Lampiran ............................................................................................ xv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1 

B. Perumusan Masalah ............................................................ 11 

C. Tujuan Penelitian ................................................................ 11 

D. Kegunaan Penelitian ........................................................... 11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 13 

A. Kajian Teori ........................................................................ 13 

1. Konsep Administrasi Publik ......................................... 13  

a. Administrasi Sebagai Proses atau Kegiatan ............ 15 

b. Administrasi dalam Pengertian Tata Usaha …..….. 15 

c. Administrasi dalam Pengertian Pemerintah atau 
 Administrasi Negara ...…………………...….…..... 16 

2. Pelayanan Publik .......................................................... 17 

a. Pengertian Pelayanan ……………….…………….. 17 

b. Pengertian Pelayanan Publik ……………………... 18 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 xi 
 

c. Prinsip Pelayanan Publik ......................................... 21 

d. Karakteristik Pelayanan ……………....................... 23 

3. Kualitas Pelayanan Publik ............................................ 24 

a. Pengertian Kualitas …………………...……….….. 27 

b. Model Kualitas Pelayanan…...……………….…… 28 

 4. Kepuasan Pelayanan Publik …………………………. 30 

  5. Haji dan Polemik …..………………………………… 33 

   a. Sejarah Haji ………………….…...…………….... 33 

           b.   Manajemen Pelayanan Penyelenggaraan Haji .......           37 

    c. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji............ 44 

   d. Kegiatan Manasik Haji ........................................... 49  

B. Kerangka Berpikir …………………………………….…. 52 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 54 

A. Desain Penelitian ................................................................ 54 

B. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 55 

C. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................ 56 

D. Fokus Penelitian ................................................................. 57 

E. Informan .............………………………………………… 60 

F. Teknik Pengumpulan Data …………......………………... 60 

G. Teknik Analisis Data ………….…………………............. 61 

BAB IV HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN ………….…. 65  

A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota 
Pangkalpinang ....………………………………………. .. 65 

 1.  Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota  
Pangkalpinang .............................................................. 65 

 2.  Geografi ........................................................................ 66 

 3.  Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota  
       Pangkalpinang ............................................................. 67 
 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama  
Kota Pangkalpinang ....................................................            68 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 xii 
 

5. Deskripsi Tugas dan Fungsi Jabatan ...........................           71 
 

6. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji 
        dan Umroh ..................................................................            77 

 
7. Jumlah Bank Penerima Setoran BPIH ........................            81 

 
8. Jumlah Puskesmas........................................................           82 

 
9. Data Calon Jemaah Haji Kota Pangkalpinang  

Tahun Keberangkatan 2011 M/1432 H .......................   83 
 

B. Analisis Deskripsi Hasil Penelitian Lapangan ................... 89 

  1.  Dimensi Bukti Fisik (Tangible) .................................... 89 

      2.  Dimensi Keandalan (Reliability) ................................... 108 

 3.  Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)..................... 123 

 4.  Dimensi Jaminan (Assurance) ....................................... 136 

 5.  Dimensi Empati (Empathy) ........................................... 150 

    

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………………….…….….…. 163  

A. Kesimpulan .....………………….…………………..…... 163 

B. Saran ………………………………………......…….….. 165 
 

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………….….…....         166 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK CALON HAJI ...............................         169 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETUGAS HAJI ..........................         173 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 xiii

DAFTAR GAMBAR 
 
 
 
 

 Halaman 
 
Gambar 2.1     Model Kepuasan - Ketidakpuasan Pelanggan ................       31 
  
Gambar 2.2   Kerangka Berpikir Penelitian .......................................... 53 

Gambar 3.1  Analisis Model Interaktif ................................................ 64 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama 
  Kota Pangkalpinang ……………………………………. 68 
 
Gambar 4.2  Ruang Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian 
   Agama Kota Pangkalpinang …………………………....    102 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 xiv

DAFTAR TABEL 
 
 

   Halaman 
 

Tabel 3.1    Waktu dan Jadwal Penelitian Tahun 2011 ...................................   56 
 

Tabel 3.2 Fokus Penelitian Kualitas Pelayanan ……………………………   59 
 

Tabel 4.1 Data Calon Jemaah Haji Berdasarkan Setoran di Bank  
   Kota Pangkalpinang Tahun 2011 M/1432 H ……………………   82 
 
Tabel.4.2 Data Calon Jemaah Haji Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
    Kota Pangkalpinang Tahun 2011 M/1432 H ……………………   84 
 
Tabel.4.3 Data  Calon Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin  
    Per Kecamatan Kota Pangkalpinang Tahun 2011 M/1432 H ……  85 
 
Tabel 4.4 Data Calon Jemaah Haji Berdasarkan Kelompok Umur  
   Kota Pangkalpinang Tahun 2011 M/1432 H ……………………   87  
 
Tabel 4.5  Data Calon Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
    Kota Pangkalpinang Tahun 2011 M/1432 H …………………....   88  
 

 
 
 
   
 
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 
 

xv

DAFTAR  LAMPIRAN 

  

Lampiran I Daftar Nama Calon Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama 
 Kota Pangkalpinang Tahun 2011 
 
Lampiran II Daftar Nama Petugas Pendaftaran Haji Kantor Kementerian  
 Agama Kota Pangkalpinang Tahun 2011 
 
Lampiran  III Surat izin Penelitian dari UPBJJ-UT Pangkalpinang 

Lampiran  IV Surat Keterangan bahwa Telah Melaksanakan 
Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota 
Pangkalpinang  

Lampiran V Peraturan Menteri Agama RI No.6 Tahun 2010  
Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran 
Jemaah Haji Tahun 2011   

Lampiran VI Keputusan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2011  
  Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H 
 
Lampiran VII Penyampaian Salinan Peraturan Presiden RI Nomor 

51 Tahun 2011  

Lampiran VIII Blanko Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Kantor 
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang 

 
Lampiran IX Blanko Contoh Setoran BPIH (MANDIRI, BNI, BRI, 

SUMSEL,  MUAMALAT & BSM) 

Lampiran X Foto Orientasi Peserta Manasik Haji Tahun 2011 
   di Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang 
 
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Administrasi Publik  

       Interpretasi tentang administrasi terkait dengan urusan kertas adalah 

warisan penjajah Belanda yang mendefinisikan administrasi sebagai urusan 

pengarsipan, tulis-menulis dan terkait dengan urusan kertas. Ketika menunjuk 

ruang administrasi berarti menunjuk ruang tata usaha yang terdapat banyak 

meja, terdapat mesin ketik, komputer, dan laptop. Inilah yang membuat 

kelaziman bahwa administrasi selalu identik dengan urusan kertas. 

 Tidak hanya masyarakat awam yang beranggapan demikian, bahkan 

pegawai kantor pun masih beranggapan bahwa pengadministrasian adalah 

terkait dengan urusan kertas (ini memang definisi yang sempit dari 

administrasi). Sehingga, ketika menjawab seberapa berhasil seseorang bekerja 

di kantor? Jawabannya dipastikan seberapa tebal dan tinggi tumpukan kertas 

di mejanya. Semakin tinggi tumpukan kertas, semakin berhasil pula seorang 

bekerja dalam administrasi.  

  Woodrow Wilson dalam Indiahono (2009:3) adalah orang yang awal 

dalam memulai administrasi publik sebagai ilmu, menyatakan:  

“This is why there would be a science of administration which shall 
seek to straigten the paths of government, to make its business less 
unbusinesslike, to strengthen and purify its organization, and to crown 
its dutifulness. This is one reason why the is such a science.”  
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  Wilson menginginkan kajian administrasi publik tidak hanya berkaitan 

dengan masalah personalia sebagaimana lazim di kaji di masanya, tetapi juga 

organisasi dan manajemen secara umum. Wilson menyatakan bahwa ada 2 

(dua) tugas utama Administrasi Publik yaitu: pertama, apa yang dapat 

dilakukan pemerintah secara baik dan sukses; dan kedua, bagaimana kegiatan 

itu di lakukan secara baik dengan efisiensi yang paling memungkinkan dan 

yang paling sedikit biaya yang mungkin dikeluarkan baik dalam bentuk uang 

maupun energi. Woodrow Wilson di kenal sebagai penggagas administrasi 

publik rasional. Pada awal-awal sejarahnya, administrasi publik di kenal 

sebagai kajian untuk membuat pemerintah lebih profesional dengan basis 

manajemen.  

 Administrasi dalam definisi yang paling sederhana adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Administrasi secara umum  yaitu: sekelompok  orang atau individu-

individu (2 orang atau lebih) yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan. Perbandingan lainnya dengan manajemen  yaitu sekelompok orang 

yang melakukan kerjasama dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan. 

Menurut Syafiie (2006:12) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam 

pengertian administrasi di lihat dari fungsinya, yaitu:  

1.     Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian “proses atau    
kegiatan.”  

2.      Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian “tata usaha.” 
  3.     Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian “pemerintah    
   atau administrasi negara”. 
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Pengertian administrasi dilihat dari fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yaitu: 

a.   Administrasi sebagai proses atau kegiatan 

       Menurut Herbert A. Simon dalam Syafiie (2006:13) bahwa administrasi 

dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama. Administrasi menurut Sondang P. Siagian 

dalam Syafiie (2006:14) yaitu: 

 “Administrasi adalah keseluruhan proses  pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan sebelumnya.” 

 
      Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Syafiie (2006:13) 

mendefinisikan administrasi yaitu: 

       “Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan 
tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi 
ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam 
suatu organisasi. Jadi barangsiapa hendak mengetahui adanya 
administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu 
organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.” 

 

b.  Administrasi dalam pengertian tata usaha  

      Munawardi Rekso Hadiprawito dalam Syafiie (2006) dalam arti sempit 

administrasi berarti tata usaha  yang mencakup pengaturan yang rapi dan 

sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan 

memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal-balik antara 

satu fakta dengan fakta lainnya. Menurut G. Karta Sapoetra dalam Syafiie 

(2006) administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran 
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dan kekerasan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan persetujuan 

dan perjanjian atau lain sebagainya. Sedangkan menurut Muda dalam Syafiie 

(2006) administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala 

sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat- menyurat 

dan mencatat atau pembukuan setiap pembukuan atau kejadian dalam 

organisasi tersebut. 

 

c. Administrasi dalam pengertian pemerintah atau administrasi negara 

      Wijana dalam Syafiie (2006)  menyebutkan administrasi yaitu rangkaian 

semua organ-organ negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan 

pemerintahan pelaksanaan dan kepolisian. 

      Sedangkan menurut Wayong dalam Syafiie (2006) administrasi negara 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi 

pemerintah agar tujuannya tercapai. 

      Dari beberapa pendapat para ahli tentang administrasi dapat ditarik 

beberapa kesimpulan seperti menurut pendapat F.A Nigro dalam Syafeei 

(2006) yang menyebutkan bahwa administrasi itu adalah usaha kelompok 

yang bersifat kooperatif  yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik; 

meliputi seluruh 3 (tiga) cabang pemerintahan yaitu: 1) mempunyai peranan 

penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (public policy); 2) administrasi 

publik berbeda dengan administrasi privat/swasta; dan 3) administrasi publik 

berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat/swasta dan 

individu/perseorangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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2.  Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan  

      Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berusaha baik 

melalui aktivitas sendiri maupun dengan cara berhubungan orang lain. 

Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan 

anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik dalam bentuk barang 

maupun jasa.  

      Pelayanan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

bermutu tinggi merupakan hal yang mutlak, baik untuk menarik maupun 

mempertahankan para pelanggan atau customer. Pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urut-urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik/langsung dan 

menyediakan kepuasan pelanggan.  

       Menurut Boediono (1999:60) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu 

proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan 

keberhasilan. Norman dalam Waluyo (2007:131-132) menyebutkan bahwa 

pelayanan adalah proses sosial dan manajemen merupakan kemampuan untuk 

mengarahkan proses-proses sosial. Sedangkan menurut Batinggi (2005:214) 
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menyebutkan bahwa pelayanan umum yang baik ditentukan oleh sikap dan 

penilaian aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam 

memberikan pelayanan kepada khalayak ramai. Pelayanan umum dapat 

disebut berdaya guna apabila masyarakat konsumen merasa puas. Tolok 

ukurnya adalah tidak ada/kurangnya keluhan masyarakat konsumen. 

b. Pengertian Pelayanan Publik 

      Pelayanan publik didefinisikan oleh berbagai ahli dengan batasan yang 

berbeda. Mahmudi (2005) mendefinisikan pelayanan publik merupakan segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. Mahmudi (2005) juga mengemukakan bahwa yang 

menyelenggarakan pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang 

meliputi: 

1. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian; 
 2. Departemen; 

3. Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
4. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;     
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN); 
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan 
8. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah. 

       Indiahono (2009:71) mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memulai 

dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada pelayanan publik 

prima. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 
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2003 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri PAN No. 81 

Tahun 1993, pelayanan umum didefinisikan sebagai: 

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
Pusat dan di Daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk 
barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” 

 

      Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Pelayanan publik yang efisien, non-diskriminatif, berdaya tanggap 

tinggi, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dapat dinilai dan diukur secara 

mudah. Oleh karena itu istilah pelayanan publik disebut juga dengan istilah 

pelayanan kepada orang banyak (masyarakat), pelayanan sosial, pelayanan 

umum dan pelayanan prima (service excellence).  

      Di dalam layanan prima minimal ada 3 (tiga) hal pokok yang penting, 

yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepeduliaan kepada 

pelanggan, upaya melayani dengan tindakan terbaik, dan tujuan untuk 

memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. 

Pelayanan prima adalah kepeduliaan kepada pelanggan dengan memberikan 

layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan 

mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada 

organisasi/perusahaan. Keberhasilan program pelayanan prima tergantung 

pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan 

tanggung jawab dalam pelaksanaannya.  
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      Barata (2003:27) menyebutkan beberapa pengertian mengenai pelayanan 

prima yaitu: 

   -   Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting; 
   -   Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat  
       dan cepat; 

  -   Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan   
      pelanggan; 

   -   Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai mitra; 
  -   Layanan prima adalah pelayanan optimal yang menghasilkan  
           kepuasan pelanggan; 

   -   Layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan untuk  
              memberikan rasa puas; dan 
   -   Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan 
         pelanggan. 

     

      Satu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban adalah mengapa pelanggan 

tidak mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan? Apakah semua 

persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi? Jika semua persyaratan telah 

dilengkapi tetapi pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, 

maka dapat disimpulkan bahwa mungkin terdapat sesuatu yang belum terbaca 

atau belum terdapat dalam suatu Memorandum of Understanding (MoU) 

antara pelayanan di satu pihak dengan pelanggan yang sedang dalam proses 

pelayanan. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan layanan baik dan profesional. 

       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 

15 menyatakan bahwa:  

 “Instansi Pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik 
mempunyai kewajiban sebagai berikut : (a) menyusun dan menetapkan 
standar pelayanan; (b) menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan 
maklumat pelayanan; (c) menempatkan pelaksanaan yang kompeten; 
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(d) menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan publik 
yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; (e) 
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
penyeleggaraan pelayanan publik; (f) melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan standar pelayanan; (g) berpartisipasi aktif dan mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang  berkaitan penyelenggaraan 
pelayanan publik; (h) memberikan pertanggungjawaban terhadap 
pelayanan yang diselenggarakan; (i) membantu masyarakat dalam 
memahami hak dan tanggung jawabnya; (j) bertanggungjawab dalam 
pengelola organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;  (k) 
memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 
apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi 
atau jabatan; dan (l) memenuhi panggilan atau mewakili organisasi 
untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas 
permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi 
yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 

    Pelaksana pelayanan publik juga berkewajiban seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 16 sebagai berikut:  

  (a) melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang 
diberikan oleh penyelenggara; (b) memberikan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; (c) memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan 
perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang 
dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, 
dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) memberikan 
pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan 
tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (e) 
melakukan evaluasi  dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada 
penyelenggara secara berkala. 

 

c.  Prinsip Pelayanan Publik 

Pentingnya profesionalisasi pelayanan publik, pemerintah melalui Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mengeluarkan suatu 

kebijaksanaan Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan 

Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan 
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pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai 

berikut:  

(1) kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan 
perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, 
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 
masyarakat yang meminta pelayanan; (2) kejelasan dan kepastian, 
dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata 
cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, 
unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara 
pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan; (3) keamanan, 
dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat 
memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat; (4) keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara 
pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi 
pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain 
yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara 
terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik 
diminta maupun tidak diminta; (5) efisiensi, dalam arti bahwa 
persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan; (6) ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif 
pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai 
barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, 
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (7) keadilan dan 
pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan 
seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh 
lapisan masyarakat; (8) ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan 
pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan; (9) kelengkapan sarana dan prasarana, dalam arti 
tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi informasi 
dan komunikasi; (10) kenyamanan, dalam arti lingkungan pelayanan 
harus tertib, teratur, tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih dan 
rapi. Lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas 
pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan 
sebagainya.  

 
      Oleh karena itu dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang 

perlu dipedomani oleh segenap aparat birokrasi pelayanan publik, disertai pula 

oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah-tamahan dari aparat pelayanan 
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publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses   

pelayanan maupun dalam hal ketepatan waktu pelayanan. 

d. Karakteristik Pelayanan 

       Pelayanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan 

aspek-aspek lainnya. Terkait dengan hal tersebut, menurut Kotler (2003:265), 

suatu perusahaan harus memperhatikan 4 (empat) karakter khusus suatu 

pelayanan dalam merencanakan suatu program pemasaran, yaitu:  

   1. Tanpa wujud (Service Intangibility); 
   2. Keterkaitan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan     
           (Service Inseparability); 
        3. Variabilitas pelayanan (Service Variability); dan  
        4.  Pelayanan langsung digunakan dan habis (Service Perishability). 

 
       Tanpa wujud (service intangibility) berarti bahwa jasa/pelayanan tidak 

dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Produk 

jasa tempat, pekerja, harga, perlengkapan dan komunikasi dapat mereka 

amati. Oleh karena itu tugas penyedia jasa pelayanan adalah pelayanan 

tampak wujud menurut cara-cara tertentu. Keterikatan pelayanan jasa dan 

penyedia jasa dimisalkan sebagai suatu produk fisik dihasilkan, kemudian 

disimpan, lalu dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Sebaliknya pada sisi lain, jasa 

dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama 

(service are first sold, then produced and consumed at the same time). 

       Service inseparability berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dari penyedia jasa pelayanan itu sendiri, baik penyedia jasa itu sebuah mesin 

atau seseorang, atau suatu kelompok orang (organisasi). Bila seorang pegawai 
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memberikan jasa, maka pegawai itu adalah bagian dari jasa itu. Karena 

konsumen hadir pada saat jasa dihasilkan atau disediakan, maka interaksi 

penyedia jasa dan konsumen adalah suatu keadaan yang unik dalam 

pemasaran jasa. Keduanya, baik penyedia jasa maupun konsumen sama-sama 

mempengaruhi hasil keluaran jasa pelayanan. 

       Variagilitasi pelayanan (service variability) berarti bahwa kualitas jasa 

pelayanan tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa 

tergantung pada kapan, dimana, dan bagaimana jasa pelayanan itu 

diselenggarakan. Sementara pelayanan langsung habis (service perishability) 

berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat disimpan untuk kemudian di jual 

kembali atau digunakan.   

3.  Kualitas Pelayanan Publik 

      Pelayanan selalu akan berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan. Kata 

kualitas pelayanan memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, 

mulai konvensional hingga strategis. Kualitas pelayanan sangat erat 

hubungannya dengan manajemen pelayanan, sehingga dapat menciptakan 

suatu sistem pelayanan yang baik yang memiliki nilai atau moral untuk 

melayani, bukan untuk dilayani.  

      Waluyo (2007:132) menyatakan bahwa peningkatan kemampuan 

manajemen sektor publik dalam pencapaian tingkat pekerjaan yang tinggi, 

seperti kegiatan waktu (delivery on time), keunggulan mutu produk (high 

quality of product), pengurangan biaya untuk memperoleh pelayanan (cost 
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reduction) serta perlakuan yang semakin menempatkan konsumen atau rakyat 

sebagai pihak yang memiliki martabat, adalah penting dalam rangka 

mewujudkan kualitas pelayanan. Lebih lanjut (waluyo et all) menyebutkan 

bahwa kesulitan mendapatkan pelayanan yang berkualitas akan 

mengakibatkan munculnya take and give antara clien atau costumer dan yang 

memberikan pekerjaan.  

      Setiap pelayanan publik harus memenuhi harapan publik, dan ini yang 

dimaksud dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang 

berkualitas adalah pelayanan publik yang mampu memenuhi harapan 

masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas berusaha mengurangi gap 

(jarak) antara harapan dengan kenyataan di lapangan.  

      Tjiptono (1991:61) menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang 

baik bukanlah berdasarkan sudut pandang persepsi penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan pada sudut pandang/persepsi pelanggan atau konsumen. Hal ini 

disebabkan karena konsumen yang mengkonsumsi serta menikmati jasa 

layanan tersebut, sehingga pelangganlah yang seharusnya menentukan 

kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian 

yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan.  

      Gasperz (2002) menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan 

mengacu kepada pengertian pokok yaitu kualitas pelayanan terdiri dari 

sejumlah keistimewaan produk baik keistimewaan langsung, maupun 

keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan 

demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas pelayanan 
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terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Pada 

bagian lain Gasperz (2002) memberikan definisi manajemen kualitas 

pelayanan sebagai suatu kumpulan aktifitas yang berkualitas pelayanan 

dengan kualitas pelayanan tertentu yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

- Kualitas pelayanan menjadi bagian dari setiap agenda   
manajemen; 

- Sasaran kualitas dimasukkan ke dalam rencana bisnis; 
-   Jangkauan sasaran diturunkan dari bencmarking: fokus adalah 

pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi; disana ada 
sasaran untuk meningkatkan kualitas tahunan; 

- Sasaran disebarkan ke tingkat mengambil tindakan; 
- Pelatihan ditetapkan pada setiap tingkat; 
- Pengukuran ditetapkan seluruhnya; 
- Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan  

dibandingkan dengan sasaran; 
- Penghargaan diberikan untuk kualitas pelayanan terbaik; dan 

 - Sistem imbalan (reward system) diperbaiki. 

 
      Gasperz (2002) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting 

the needs of customer). Feigenbaum (1992:7) menyatakan bahwa kualitas 

adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, 

pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan 

memenuhi harapan-harapan pelanggan.  

      Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan 

persyaratan, kesesuaian dengan pihak pemakai atau bebas dari kerusakan atau 

cacat. Untuk itu kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip lebih mudah, lebih baik, 

cepat, tepat, akurat, ramah sesuai dengan harapan pelanggan. Kualitas 
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pelayanan juga dapat diartikan sebagaimana kegiatan pelayanan yang 

diberikan kepada seseorang, organisasi pemerintah atau swasta (sosial, politik, 

LSM dan semua stakeholder) sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kualitas pelayanan sektor publik adalah pelayanan yang 

memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan azas-azas 

pelayanan publik.  

      Kualitas pelayanan adalah menjaga janji pelayanan agar pihak yang 

dilayani merasa puas dan diuntungkan. Meningkatkan kualitas pelayanan 

merupakan pekerjaan semua orang. Tanggungjawab untuk kualitas pelayanan 

produksi dan pengawasan kualitas pelayanan tidak dapat didelegasikan kepada 

satu orang misalnya staf pada sebuah kantor. Untuk memahami pengertian 

kualitas pelayanan banyak terungkap dalam istilah-istilah seperti Total Quality 

Management (TQM), Total Quality Control (TQC), dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diungkapkan di atas, maka dapat 

diartikan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu pelayanan yang memenuhi 

standar dan kriteria yang dibutuhkan untuk kepuasan pelanggan tidak 

ditetapkan oleh perusahaan/kantor pemerintah.  

a. Pengertian Kualitas 

      Kualitas adalah atribut yang dilekatkan pada suatu barang atau jasa. 

Kualitas menggambarkan sekumpulan karakteristik barang atau jasa, baik 

yang terlihat (tangible) atau tak terlihat (intangible). Konsep kualitas sangat 

penting. Barang yang berkualitas baik akan menarik kesetiaan konsumen 
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dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang sama dan meningkatkan 

kepuasan konsumen. Kesetiaan dan kepuasan ini akan tercermin dalam bentuk 

pembelian ulang barang atau jasa yang sama. Sampai saat ini belum ada sudut 

pandang dan definisi mengenai kualitas yang secara universal diterima oleh 

berbagai kalangan.  

      Gaspersz (2002:4) memberikan assurance (jaminan), meliputi 

pengetahuan dan kesopanan karyawan dalam melayani pelanggan serta 

kemampuan mereka untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi dapat 

dikatakan suatu kualitas dikatakan baik jika yang memberikan pelayanan 

dapat memenuhi harapan pelanggan atau melebihi harapan pelanggan dan 

sebaliknya kualitas dikatakan jelek jika pelanggan memperoleh pelayanan 

lebih rendah dari apa yang diharapkan. 

 

b. Model Kualitas Pelayanan 

      Menurut Darmanto (2007:78) menyatakan untuk mencapai layanan yang 

berkualitas, di samping memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan, upaya lain 

untuk mencapainya dengan memperbaiki pelayanan publik. Upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya ditempuh melalui kebijakan 

yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui 

peningkatan kemampuan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan. 

      Ada banyak model yang digunakan untuk menganalisis kualitas 

pelayanan. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas model kualitas 

pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry 
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(1990:37) yang lebih dikenal dengan singkatan RATER (Reliability, 

Assurance, Tangible, Empathy, Responsiveness). Model ini lebih berfungsi 

sebagai alat diagnosa perusahaan instansi tertentu, yang jika digunakan 

dengan benar memungkinkan organisasi mengidentifikasi kekurangan dalam 

kualitas pelayanan secara sistematis. Model ini berguna bagi organisasi 

penyedia pelayanan dalam melihat persepsi pengguna terhadap kualitas serta 

menyadari seberapa jauh mereka benar-benar mengerti harapan pengguna 

pelayanannya. Model kualitas pelayanan yang diciptakan oleh Zeithaml, 

Parasuraman dan Berry (1990:46) memfokuskan pada syarat-syarat utama 

dalam penyampaian kualitas pelayanan yang sempurna. Berdasarkan model 

kualitas pelayanan di atas, maka penelitian ini mengacu pada model kualitas 

pelayanan yang telah disempurnakan.  

      Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990:27) mengembangkan instrumen 

SERVQUAL (Service Quality) untuk mengukur kualitas pelayanan yang 

diterima pelanggan berdasarkan model kualitas pelayanan. SERVQUAL 

bertujuan untuk mengukur dimensi kualitas yang dikembangkan oleh 

Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990:126) dan dikenal dengan kriteria 

“RATER”, yaitu: 

 a.  Reliability (keandalan): meliputi pengetahuan untuk memberikan 

pelayanan yang telah dijanjikan secara handal dan akurat; 

b. Assurance (jaminan): meliputi pengetahuan dan kesopanan karyawan      

dalam melayani pelanggan serta kemampuan mereka untuk menjaga 

kepercayaan pelanggan; 
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 c. Tangibles  (bukti fisik):  meliputi   penampilan  fasilitas   fisik,   peralatan,   

  tenaga kerja dan alat komunikasi; 

d. Empathy (empati): meliputi kepedulian, perhatian individual yang  

disediakan  oleh perusahaan kepada pelanggan; dan 

 e.  Responsiveness (daya tanggap): meliputi kemauan untuk membantu 

pelanggan dan menyediakan layanan dengan segera. 

 

4.  Kepuasan Pelayanan Publik  

Oliver dalam Muninjaya (2004) menyatakan bahwa kepuasan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakannya dengan harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat di bentuk 

oleh masa lampau, komentar dari kerabatnya, serta janji dan informasi dari 

pemasar dan saingannya. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang 

sensitif terhadap harga dan memberikan komentar yang baik mengenai suatu 

perusahaan. (Muninjaya, 2004).  

Sedangkan menurut Hasan (2008:58) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan timbul dari adanya respon emosional terhadap produk yang 

digunakan, khususnya ketika pelanggan membandingkan kinerja yang ia 

rasakan bila dibandingkan dengan harapannya, yang prosesnya seperti dalam 

Gambar 2.1 di bawah ini: 
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Gambar 2.1  Model Kepuasan – Ketidakpuasan Pelanggan 

Sumber: Ali Hasan, Marketing. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.H.58 

 

 

      Lebih lanjut Hasan (2008:58) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan fungsi dasar dari sejumlah value produk (kinerja) yang 

dipersepsikan oleh pelanggan dibanding dengan harapan pelanggan 

sebelum mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Kepuasan = f  (Harapan 

terhadap produk : Kinerja produk yang dirasakan). Dari persamaan ini, 

kemungkinan pelanggan akan menyatakan kepuasan dari berbagai 

tingkatan sebagai berikut: 

Produk 
Perusahaan X 

Harapan akan 
Kualitas Produk 

Evaluasi Atribut 
Kinerja Produk 

Pemakaian 
 Produk 

Respon Kognitif : 
Kesesuaian atau 
Ketidaksesuaian 

Respon 
Emosional 

Kepuasan/ 
Ketidakpuasan 
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1. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa produk yang dinikmatinya  

lebih besar atau lebih tinggi dari yang diharapkan oleh pelanggan, maka 

pelanggan akan menyatakan bahwa mereka sangat puas (kinerja > 

harapan → sangat puas) 

2. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa kinerja produk yang 

dinikmatinya sama dengan yang diharapkan oleh pelanggan, maka 

pelanggan akan menyatakan bahwa mereka puas (kinerja = harapan → 

puas ) 

3. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa kinerja produk yang 

dinikmatinya lebih kecil atau lebih rendah dari yang diharapkan oleh 

pelanggan, maka pelanggan akan menyatakan bahwa mereka kecewa 

(kinerja < harapan → kecewa). 

     

    Merujuk pada pandangan Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990:87) 

ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu: 

       Pertama, tampilan pokok produk dan jasa. Kepuasan konsumen 
berhubungan dengan produk atau jasa secara signifikan 
dipengaruhi oleh evaluasi konsumen terhadap produk atau jasa. 
Berkenaan dengan studi kepuasan konsumen banyak perusahaan 
yang menetapkan melalui diskusi kelompok fitur dan atribut apa 
yang penting untuk pelayanannya dan kemudian mengukur 
persepsi terhadap fitur sebagaimana halnya keseluruhan kepuasan 
pelayanan. Kedua, emosi konsumen. Emosi konsumen dapat juga 
berdampak terhadap persepsinya atas kepuasan yang berkenaan 
dengan produk atau jasa. Emosi-emosi tersebut dapat menjadi 
stabil, seperti emosi yang ada sebelumnya, misalnya kondisi mood, 
atau kepuasan hidup. Emosi tertentu mungkin dapat dibujuk 
dengan pengalaman konsumsinya sendiri, mempengaruhi kepuasan 
konsumen yang berhubungan dengan pelayanan. Ketiga, 
perlengkapan untuk kesuksesan atau kegagalan pelayanan. 
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Atribusi, yaitu sebab-sebab yang dirasakan dari suatu kejadian, 
mempengaruhi persepsi atau kepuasan. Jika seseorang dikejutkan 
dengan hasil (apakah pelayanan lebih baik atau lebih buruk dari 
yang diharapkan), konsumen cenderung mencari alasan, dan 
penilaiannya terhadap alasan dapat mempengaruhi kepuasannya. 
Keempat, persepsi terhadap keadilan dan kejujuran. Kepuasan 
konsumen juga dipengaruhi oleh dan atas keadilan dan kejujuran. 
Konsumen bertanya terhadap dirinya sendiri: apakah seseorang 
telah diperlakukan secara adil dibandingkan dengan konsumen 
lainnya, apakah konsumen lain mendapatkan perlakuan, harga atau 
kualitas pelayanan yang lebih baik. Anggapan mengenai kejujuran 
merupakan persepsi sentral dari konsumen berkenaan dengan 
produk atau jasa. Kelima, konsumen lain, anggota keluarga dan 
teman sekerja. Sebagai tambahan faktor yang berpengaruh kepada 
kepuasan, selain fitur perasaan diri dan keyakinan, kepuasan diri, 
keyakinan konsumen juga dipengaruhi oleh orang lain. Sebagai 
contoh kepuasan yang berhubungan dengan perjalanan liburan 
keluarga adalah sebuah fenomena yang dinamis, yaitu dipengaruhi 
oleh reaksi dan ekspresi individual anggota keluarga selama 
liburan. Akhirnya, apa yang diekspresikan anggota keluarga dalam 
istilah kepuasan atau ketidakpuasan berhubungan dengan 
perjalanannya akan dipengaruhi cerita yang dikemukakan kembali 
di antara keluarga dan ingatan tertentu dari suatu kejadian. 

 
 
 
5.  Haji dan Polemik  

a. Sejarah Haji 

      Menurut sejarah, ibadah haji merupakan syariat yang di bawa oleh Nabi 

Muhammad S.A.W. sebagai pembaharu dan menyambung ajaran Nabi Allah 

Ibrahim A.S. Ibadah haji yang semula diwajibkan kepada umat Islam pada 

Tahun ke-6 Hijriyah, dengan diturunkannya Al-Qur’an yaitu Q.S  Ali-Imran 

ayat 97, yang berbunyi: 

وَمَنْ , النَّاسِ حِجُّ اْلبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاًوَلِلهِ عَلىَ
  )    97: ال عمران .(نِىٌّ عَنِ اْلعَالَمِيْنَ آَفَرَ فَاِنَّ االلهَ غَ
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  Artinya: 
       “Dan Allah Ta’ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji 

dengan mengunjungi Baitullah yaitu siapa yang mampu dan berkuasa 
sampai kepada-Nya dan siapa yang kufur dan ingkar pada kewajiban 
haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajatkan 
sesuatu pun daripada sekalian makhluk.” 

 
       Pada tahun tersebut Rasulullah S.A.W. bersama-sama lebih kurang 1500 

orang telah berangkat ke Makkah untuk menunaikan fardhu haji tetapi tidak 

dapat mengerjakannya karena telah dihalang oleh kaum Quraisy sehingga 

mewujudkan satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiah. Perjanjian 

itu membuka jalan bagi perkembangan Islam dan pada tahun berikutnya ( 

Tahun ke-7 Hijriyah), Rasulullah telah mengerjakan Umroh bersama-sama 

2000 orang umat Islam. Pada tahun ke-9 Hijriyah barulah ibadah haji dapat 

dikerjakan dan Rasulullah S.A.W. dengan mengarahkan Saidina Abu Bakar 

Al-Siddiq sebagai ketua yang membimbing sebanyak 300 orang umat Islam 

mengerjakan haji.  

      Nabi Muhammad S.A.W dalam menunaikan kewajiban ibadah haji hanya 

sekali saja semasa hidup beliau, karena setelah itu beliau meninggal dunia. 

Oleh karena itu nabi Muhammad S.A.W mendapat gelar haji “Hijjatul Wada’/ 

Hijjatul Balagh/Hijjatul Islam/Hijjatuttamam Wal Kamal yaitu menunaikan 

ibadah haji yang hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Nabi 

Muhammad S.A.W  berangkat ke Madinatul Munawwaroh pada hari Sabtu, 

tanggal 25 Zulkaedhah Tahun 10 Hijriyah bersama istri dan sahabat-

sahabatnya sebanyak 90.000 orang. Nabi Muhammad S.A.W  telah 
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menyempurnakan amalan-amalan sunat Ihrom, memakai pakaian ihrom dan 

berniat ihrom di Muzdalifah, yang sekarang dikenali dengan nama kota Bir 

Ali, terletak 10 km dari kota Madinah. Nabi Muhammad S.A.W sampai di 

Makkah pada tanggal 04 Zulhijjah setelah  mengambil masa yaitu 9 

(sembilan) hari dalam perjalanan haji. Selanjutnya beliau berangkat ke Kota 

Mina pada tanggal 08 Zulhijjah dan bermalam di sana. 

      Selanjutnya Nabi Muhammad S.A.W ke Kota Arafah untuk berwukuf 

pada tanggal 09 Zulhijjah tepatnya pada hari Jum’at. Beliau telah 

menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga tanggal 13 Zulhijjah, 

sedangkan tanggal 14 Zulhijjah beliau telah meninggalkan kota Makkah Al-

Mukarromah menuju ke Kota Madinah Al-Munawwaroh. Peristiwa semasa 

Hijjatul Wada’, di masa Wukuf terdapat beberapa peristiwa penting yang 

boleh dijadikan pegangan dan panduan umat Islam telah berlaku, di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

       “Rasulullah S.A.W minum susu di atas unta supaya dilihat oleh orang 
ramai bahwa hari itu tidak berpuasa atau tidak sunat berpuasa pada 
hari wukuf”. 

 

      Seorang Sahabat jatuh dari binatang tunggangannya lalu mati, Rasulullah 

S.A.W. menyuruh supaya mayat itu dikafankan dengan 2 kain ihrom dan 

tidak membenarkan kepalanya ditutup atau diwangikan jasad dan kafannya. 

Sabda Baginda pada ketika itu bahwa: 

"Sahabat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan   
berihrom dan bertalbiah.”  
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     Rasulullah S.A.W. menjawab persoalan seorang ahli Najdi yang bertanya 

kepada Nabi:  

"Apakah itu Haji?" 

Sabdanya yang bermaksud " Haji itu berhenti di Arafah".  

      Siapa tiba di Kota Arafah sebelum naik fajar 10 Zulhijjah maka ia telah 

melaksanakan haji. Turunnya ayat suci Al-Qur’an surah Al-Maidah yang 

artinya: 

“Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan 
aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu dan aku telah ridho Islam 
itu menjadi agama untuk kami.” 

      Dari sejarah dan peristiwa singkat di atas cobalah di teliti betapa 

Rasulullah S.A.W telah menyempurnakan haji dengan pengorbanan. Nabi 

Muhammad S.A.W bersama sahabat-sahabat yang berjalan dari Kota Madinah 

Al-Munawwaroh ke Kota Makkah Al-Mukarromah selama 9 hari. Jika di 

bandingkan dengan jemaah haji sekarang ini yang menggunakan pesawat 

terbang untuk sampai ke Tanah Suci Mekkah kurang lebih selama 9 jam, maka  

harus bersyukur bahwa Allah Swt telah memberi kemudahan-kemudahan 

kepada kita khususnya calon jemaah haji untuk melaksanakan kewajiban umat 

Islam yang ke-5 (kelima) yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah 

Al-Mukarromah. 
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b. Manajemen Pelayanan Penyelenggaraan Haji 

      Manajemen pelayanan penyelenggaraan haji mempunyai karakteristik 

yang spesifik karena memadukan unsur pelayanan umum, kesehatan, 

pelayanan ibadah yang terkait dengan faktor eksternal yang terus berkembang 

dan berubah termasuk di dalamnya kebijakan negara lain dalam hal ini 

pemerintah kerajaan Arab Saudi yang tidak dapat di prediksikan sebelumnya. 

Selain itu penyelenggaraan haji juga melibatkan banyak pihak di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antar 

negara, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi 

dalam berbagai aspek kegiatan ibadah haji antara lain menyangkut visa, 

transportasi, penerbangan antar negara, pengangkutan antar kota di Arab 

Saudi, pemondokan jemaah, pelayanan kesehatan jemaah, dan perizinan 

lainnya juga sangat menentukan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan 

haji di Indonesia.  

      Kegiatan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk mensukseskan 

penyelenggaraan haji di tingkat daerah agar lebih terorganisir dengan baik 

sehingga jemaah haji merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan baik 

saat pemberangkatan ke tanah suci maupun saat mereka tiba ke tanah air. 

Kegiatan penyelenggaraan ibadah haji terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu: 

 1. Pemberangkatan jemaah haji (Pangkalpinang ke Embarkasi Palembang). 

 2. Pemulangan jemaah haji (Embarkasi Palembang ke Pangkalpinang). 
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Dengan diadakannya kegiatan penyelenggaraan ibadah haji (pemberangkatan 

dan pemulangan) di harapkan dapat memberikan rasa kepuasan jemaah haji 

atas pelayanan petugas haji yang di berikan, pada saat mereka berangkat 

maupun kembali ke tanah air, meliputi: 

1. Distribusi barang bawaan jemaah baik pada saat berangkat maupun ketika 

tiba kembali ke tanah air; 

2. Keselamatan penerbangan dari daerah ke Embarkasi (PP); 

3.   Koordinasi jadwal pemberangkatan dan pemulangan; 

4.   Kesehatan jemaah haji. 

  Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan 

tugas penyelenggaraan haji selalu berpijak pada aturan-aturan dan kebijakan 

pemerintah, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji yang Disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2008; 

2. Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian; 

3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 371 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh; 

4. Keputusan Dirjen Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor: D/377 

Tahun 2002; 
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5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 45 Tahun 1981 tentang Fungsi dan 

Tugas Kantor Kementerian Agama Provinsi dalam Wilayah Kabupaten 

Kota Sesuai dengan Kebijaksanaan Menteri Agama; 

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 224 Tahun 1999 dan Keputusan 

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/296 Tahun 1999 

tentang Tugas Pokok Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam 

Penyelenggaraan Haji; 

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 6 Tahun 2010, tentang Prosedur dan 

Persyaratan Pendaftaran calon Jemaah Haji; dan 

8. Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2011 tentang Penetapan Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M. 

 

       Aturan-aturan tersebut di atas merupakan pijakan utama Kementerian 

Agama dalam menjalankan fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas 

pelayanan ibadah haji. Monopoli pelayanan merupakan masalah yang 

berkaitan dengan perjalanan ibadah haji. Birokrasi publik khususnya 

Kementerian Agama punya alasan yang kuat, karena aturannya menghendaki 

demikian. Dibentuknya Kementerian Agama juga merupakan refleksi dari 

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang mengatur dan 

mengayomi warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Untuk itu konsep 

organisasi pemerintahan ini pembentukannya dapat dilihat dari 2 (dua) sudut 

pandang, yaitu: pertama, dalam sudut pandang sejarah pembentukan 

Kementerian Agama; dan kedua, dalam sudut pandang sistematik (sistem 
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berbasis). Dalam sudut pandang pertama dibentuknya sebuah organisasi 

pemerintah tersebut berdasarkan negosiasi politik dan bukan dari negosiasi 

ekonomis. 

      Peranan pelayanan sangat besar sekali di dalam suatu perusahaan atau 

lembaga yang bergerak dalam bidang jasa, karena pelayanan merupakan kunci 

keberhasilan dalam suatu perusahaan atau pemerintahan yang bergerak dalam 

bidang jasa, salah satunya jasa penyelenggaraan dalam  menunaikan ibadah 

haji.  

      Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: 81 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Umum, maka pelayanan 

pendaftaran haji adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan 

mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

    Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2000 

Tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di lingkungan 

Kementerian Agama menjelaskan:  

1.   Sifat dan azas pelayanan masyarakat 

         Pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 

terpadu yang bersifat: sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, 

ekonomis, adil, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau, terbaik dan 

terbaru serta ikhlas. Sesuai dengan sifat pelayanan tersebut, maka 

pelayanan itu harus mengandung azas-azas sebagai berikut: a) hak dan 
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kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan masyarakat harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; b) pengaturan 

setiap bentuk pelayanan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegang pada efisiensi dan efektifitas; c) mutu, proses dan hasil 

pelayanan masyarakat harus diupayakan agar dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan d) apabila pelayanan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Agama terpaksa harus mahal, maka 

Kementerian Agama berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat 

untuk menyelenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

2.  Kriteria pelayanan masyarakat  

        Kriteria  pelayanan  masyarakat  yang  baik  harus  mengandung  

sendi-sendi sebagai berikut: 

  a.   Kesederhanaan 

Kriteria ini mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan masyarakat 

diselenggarakan secara mudah, lancar, tidak berbelit-belit dan mudah 

dilaksanakan.  

  b.   Kejelasan dan kepastian 

  Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai 

1) prosedur/tata cara pelayanan masyarakat; 2) persyaratan pelayanan 
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masyarakat, baik teknis maupun administrasi; 3) unit kerja dan atau 

pelaksana tugas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan masyarakat; 4) rincian biaya/tarif pelayanan 

masyarakat dan tata cara pembayarannya; 5) jadwal waktu 

penyelesaian pelayanan masyarakat; 6) hak dan kewajiban baik bagi 

pemberi maupun penerima pelayanan masyarakat berdasarkan bukti-

bukti penerimaan permohonan sebagai alat untuk memastikan 

pemprosesan pelayanan masyarakat; 7) Pelaksana tugas yang 

menerima keluhan masyarakat. 

  c. Keamanan dan kepastian hukum 

 Kriteria ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan masyarakat 

dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat 

memberikan kepastian hukum. 

d. Keterbukaan 

Kriteria ini mengandung arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan 

penanggung jawab pemberi pelayanan masyarakat, waktu 

penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan proses pelayanan masyarakat wajib dinformasikan secara 

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, 

diinformasikan/diumumkan lewat papan pengumuman atau media 

massa.  

 e. Efisien 
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 Kriteria ini mengandung: 1) persyaratan pelayanan masyarakat hanya 

dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian 

sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 

masyarakat dengan produk pelayanan masyarakat yang diberikan; 2) 

tidak adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam 

hal proses pelayanannya mempersyaratkan dari satuan kerja/instansi 

pemerintah lain yang terkait. 

  f. Ekonomis 

 Kriteria ini mengandung arti pengenaan biaya pelayanan masyarakat 

harus ditetapakan secara wajar dengan memperhatikan: 1) nilai barang 

atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang tinggi 

di luar kewajaran; 2) kondisi dan kemampuan masyarakat; dan 3) 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Keadilan yang merata 

 Kriteria ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan masyarakat 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diberlakukan secara adil. 

h. Ketepatan waktu 

Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengukuran kualitas 

pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry, yang 

dikenal dengan “RATER” yang terdiri dari 5 (lima) dimensi kualitas 
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pelayanan, yaitu: tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness 

(responsivitas/daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

c. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji Tahun 2011 

      Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2010 telah diberlakukan peraturan yang 

baru yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 

2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran jemaah haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan   

 keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (Nomor Porsi). 

2. Pendaftaran jemaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota sesuai domisili calon jemaah haji. Pendaftaran jemaah haji khusus 

dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal 

pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi, pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

3. Calon jemaah haji harus memenuhi syarat pendaftaran yaitu beragama               

Islam; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari   

dokter; memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; memiliki 

Kartu Keluarga; dan memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau buku 

nikah atau ijazah. 
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4. Orang asing yang memiliki hubungan muhrim dengan warga negara Indonesia 

yang terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar 

sebagai jemaah haji. Hubungan muhrim sebagaimana dimaksud adalah suami, 

istri, atau anak kandung yang dibuktikan dengan buku/akta nikah atau akta 

kelahiran. Orang asing sebagaimana dimaksud harus memiliki paspor dan 

dokumen keimigrasian/izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku sekurang-

kurangnya 6 bulan. 

5.   Pendaftaran calon jemaah haji dilakukan melalui prosedur: 

a. Calon jemaah haji mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan calon jemaah haji khusus 

mengisi SPPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan 

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud. 

 b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada jemaah haji harus   

menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 lembar dengan 

latar belakang warna putih; 

 c. CaIon jemaah haji menerima lembar SPPH yang sudah ditandatangani dan 

disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk 

diserahkan kepada BPS BPIH. 

d. Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri 

Agama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jemaah 

haji khusus sebesar USD 4,000.00 melalui BPS BPIH untuk mendapatkan 

nomor porsi. 
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 e.  Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri 

Agama dan mendapatkan nomor porsi bagi calon jemaah haji, BPS BPIH 

mencetak lembar bukti setor awal BPIH sebanyak 5 rangkap. 

f.  Lembar bukti setor sebagaimana dimaksud, dilegalisasi dan masing-

masing diberi foto 3x4 cm dengan peruntukan: Lembar pertama (asli) 

untuk calon jemaah haji; Lembar kedua untuk BPS BPIH; Lembar ketiga 

untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Lembar keempat 

untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama; Lembar kelima untuk Kantor 

Kementerian Agama Pusat cq. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

 g.  Calon jemaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga, keempat 

dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota dan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

bagi jemaah haji khusus; 

h.  Pelaporan dan penyerahan lembar bukti setoran awal BPIH sebagaimana 

dimaksud, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran 

setoran awal BPIH. 

      Calon jemaah haji sebagaimana dimaksud wajib hadir sendiri untuk proses 

pendaftaran jemaah haji. Pada saat pendaftaran, calon jemaah haji khusus 

sebagaimana dimaksud harus telah menentukan PIHK yang menjadi pilihannya 

dari daftar PIHK yang telah mendapat izin Menteri. Dengan ditetapkannya 

peraturan-peraturan di atas, maka semua ketentuan yang terkait dengan 

pendaftaran jemaah haji masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau 

belum diatur dengan peraturan lain. 
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 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji tidak semata-mata 

dilaksanakan sendiri oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, tetapi 

terkait dengan lembaga lain, yaitu: (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; (2) Lembaga perbankan sebagai 

Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH); dan (3) 

Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan passport bagi 

calon jemaah haji. Tetapi dalam hal ini penulis lebih terfokus pada kualitas 

pelayanan pendaftaran haji yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pangkalpinang seperti pada fokus penelitian yang 

penulis ajukan.     

 Selain yang sudah dijelaskan di atas, ada lagi hal-hal penting lainnya yang 

harus diperhatikan dalam pendaftaran dan penyelenggaraan haji, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Persyaratan mutasi calon jemaah haji yang diatur sebagai berikut: 

  a. Permohonan dari calon jemaah haji 

  b. Suami/istri terpisah domisili dibuktikan dengan surat nikah; 

  c. Anak  dan orang tua dibuktikan dengan akte kelahiran atau dengan kartu 

   keluarga;  

2. Prosedur mutasi calon jemaah haji sebagai berikut: 

  a. Calon jemaah haji mengajukan permohonan kepada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota Domisili; 
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  b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengajukan Rekomendasi 

kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju dengan 

tembusan kepada Kantor Wilayah Agama Provinsi yang bersangkutan; 

 c. Calon jemaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

yang dituju dengan membawa dan menyerahkan Surat Pengantar Mutasi; 

 d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan data mutasi 

calon jemaah haji ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk 

dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT Provinsi.  

3. Prosedur mutasi antar zona dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Calon jemaah haji datang ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi 

domisili dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud, dengan 

rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Domisili; 

 b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi domisili membuat 

pengantar dan atau rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi yang dituju; 

 c. Calon jemaah haji datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi yang dituju dengan menyerahkan persyaratan dan rekomendasi 

mutasi; 

 d. Calon jemaah haji datang ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 

yang dituju dengan menyerahkan persyaratan dan rekomendasi mutasi 

serta mengisi SPPH dengan alamat yang baru; 
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 e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat Surat 

Pengantar/rekomendasi mutasi antar zona ke Direktorat Pelayanan Haji 

dan Umrah; 

 f. Penyelesaian selisih pengembalian atau penambahan setoran dilakukan 

pada bendahara BPIH Pusat; dan 

 g. Pencetakan bukti setor baru dan konfirmasi mutasi zona melalui 

SISKOHAT, pembuatan paspor dilakukan pada Direktorat Pelayanan Haji 

dan Umrah. 

 

d.   Kegiatan Manasik Haji 

       Pembinaan bagi calon jemaah merupakan salah satu tugas utama 

penyelenggaraan ibadah haji dalam kaitannya dengan bimbingan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam hal 

ini Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menyelenggarakan 

bimbingan manasik setiap tahunnya. Pelaksanaannya melibatkan nara 

sumber/pembimbing haji yang ahli di bidang masing-masing serta di dukung 

silabus ataupun materi kegiatan yang berorientasi kepada kemandirian, 

penguasaan pengetahuan ilmu manasik, kebijakan pemerintah tentang 

perhajian, kebijakan teknis tentang perhajian dan akhlaqul kharimah bagai 

jemaah. 

 Bimbingan manasik haji di tingkat kota bukan semata-mata dilaksanakan 

untuk merealisasikan anggaran saja, namun lebih daripada itu dengan niat 
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ibadah serta beban moral para panitia manasik haji di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pangkalpinang merupakan kewajiban mereka untuk membantu 

calon jemaah haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan semaksimal 

mungkin agar para calon jemaah haji nantinya lebih siap secara mental dan 

mandiri apabila mereka terpisah dari regu ataupun rombongan pada saat di 

tanah suci nanti serta diharapkan lebih khusuk dalam mengikuti rangkaian 

ibadah haji baik rukun, wajib serta ibadah sunat-sunat lainnya dan ketika 

kembali ke tanah air memperoleh haji/hajjah yang mabrur/mabruroh. 

 Tujuan dilaksanakan kegiatan manasik haji adalah agar calon jemaah haji 

melalui bimbingan manasik ini mendapat ilmu pengetahuan manasik sebagai 

pedoman dalam melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan 

sunnah Rasulullah S.A.W. Selain itu jemaah haji dapat memahami 

pelaksanaan ibadah hajinya secara benar dan sempurna sehingga mendapatkan 

haji/hajjah yang mabrur/mabruroh.  

 Adapun peserta kegiatan bimbingan manasik haji adalah seluruh calon 

jemaah haji Kota Pangkalpinang Tahun 2011M / 1432H yang sebenarnya 

mendaftar berjumlah 273 orang berkurang menjadi 202 orang. Jumlah ini 

berkurang dikarenakan ada calon jemaah haji yang tidak bisa ikut berhaji ke 

tanah suci Makkah dikarenakan ada yang kecelakaan, sakit keras, bahkan ada 

yang sampai meninggal dunia. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan 

manasik haji ini dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 09 April 2011 

dimulai pukul 08.00 Wib s/d selesai dan bertempat di Aula Madrasah Aliyah 

Negeri Model (MAN) Model Kota Pangkalpinang. Adapun peserta manasik 
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haji yang di bagi dalam kelompok regu dan rombongan tersebar dalam 5 

(lima) Kecamatan, yaitu: 

 1. Kecamatan Pangkalbalam, berjumlah 34 orang 

 2. Kecamatan Gerunggang, berjumlah 76 orang 

 3. Kecamatan Rangkui, berjumlah 50 orang 

 4.  Kecamatan Taman Sari, berjumlah 22 orang 

 5. Kecamatan Bukit Intan, berjumlah 20 orang 

 Jadi total seluruhnya jumlah calon jemaah haji yang mendaftar dan dapat 

mengikuti kegiatan manasik haji pada Tahun 2011 yaitu 202 orang calon 

jemaah haji. 

 Agar kegiatan bimbingan manasik haji dapat berjalan dengan lancar dan 

optimal, maka perlu dilakukan persiapan sebelum dilaksanakan kegiatan-

kegiatan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan manasik haji; 
 2. Pembagian tugas panitia pelaksana manasik haji; 
 3. Menetapkan dan membuat surat keputusan panitia pelaksana  
  manasik haji; 
 4. Menyiapkan alat dan bahan penunjang kegiatan manasik haji; 
 5. Menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan manasik haji; dan  
 6. Mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan manasik haji. 
 Sumber: Laporan Kegiatan Manasik Haji Tahun 2011M/1432H. 
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B. Kerangka Berpikir 

      Kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

pokok permasalahan penelitian secara jelas dan menyeluruh. Terkait penelitian 

ini yang mengkaji masalah kualitas pelayanan pendaftaran calon jemaah haji 

pada Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang Tahun 2011, maka 

peneliti akan memfokuskan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pendaftaran haji kepada calon jemaah haji. Penelitian ini akan ditelaah 

dengan teori yang mengulas tentang kualitas pelayanan. Teori ini sudah lazim 

dipergunakan yaitu Teori Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) yang lebih 

dikenal dengan sebutan “RATER” (Reliability, Assurance, Tangible, Empathy 

& Responsiveness).  

      Dimensi-dimensi yang terdapat dalam teori Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry ini terbagi menjadi:  

a. Tangible (Bukti Fisik) 
  Adalah jasa yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan dan 

penampilan personil penyedia jasa; 
b. Reliability (Keandalan) 

  Adalah ukuran pelayanan yang bebas dari kesalahan-kesalahan, atau 
kemampuan penyedia jasa memberikan secara akurat apa yang 
dijanjikan atau yang disepakati dengan pelanggan;  

      c. Responsiveness (Daya Tanggap) 
  Adalah suatu rasa daya tanggap, tanggung jawab, komitmen 

memberikan jasa layanan prima serta membantu dalam menyelesaikan 
kesulitan yang mungkin timbul saat memakai jasa yang diterima oleh 
pelanggan; 

d. Assurance (Jaminan) 
 Adalah garansi yang dapat diberikan penyedia jasa atas suatu jasa yang 

ditawarkan untuk membangkitkan keyakinan pelanggan atas 
kemampuan pegawai (pengetahuan, sikap, keahlian) dalam memperoleh 
suatu jasa yang diterima oleh pelanggan; dan 
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 e.  Empathy (Empati) 
 Adalah tingkat perhatian dan kepeduliaan penyedia jasa atas 

kepentingan, kebutuhan dan keluhan pelanggan atau penyedia jasa. 
 
 

 Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan secara sederhana seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.2  Kerangka Berpikir Penelitian 
Sumber: Diolah Sendiri, 2011 

 
Dimensi Kualitas 

Pelayanan 
(Service Quality 

Dimension): 
 

1. Bukti Fisik 
(Tangible) 

2. Keandalan 
(Reliability) 

3. Daya Tanggap 
(Responsiveness) 

4. Empati 
(Empathy) 

5.Jaminan 
(Assurance) 

 

 
Pelayanan  

yang  
Diterima 

 
(Perceived Service) 
 

Kualitas Pelayanan 
(Service Quality) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian 

      Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam suatu penelitian ini, 

diperlukan adanya desain penelitian. Desain penelitian merupakan proses-

proses yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian (Nazir, 2005:84). Sedangkan menurut Hasan (2003:31) desain 

penelitian adalah keseluruhan proses yang diperlukan dalam rencana dan 

pelaksanaan penelitian, sehingga pertanyaan yang ada dapat dijawab dan salah 

satu komponen yang terbesar dalam metode penelitian adalah metode 

penelitian. 

      Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian 

ini, peneliti memandang objek secara utuh, suatu realitas tidak dapat dilihat 

secara parsial. Realitas dalam penelitian ini tidak hanya dilihat pada yang 

tampak saja, tetapi sampai pada dibalik yang tampak tersebut. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Sugiyono (2007:3) bahwa metode kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna.  

      Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci 

dalam memandang suatu realitas pada kondisi yang alamiah. Dalam 

melakukan penelitian, peneliti mengggunakan 3 teknik penelitian yaitu 

pertama, teknik observasi, kedua teknik interview (wawancara langsung) dan 
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ketiga, teknik dokumentasi. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai 

penelitian naturalistik karena penelitian ini berlangsung dalam situasi alamiah 

(natural setting) dan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2007:1), peneliti 

merupakan instrumen kunci. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi, dengan analisis bersifat induktif dan hasil penelitian lebih 

menekankan pada makna.  

      Sesuai dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan berusaha 

menggambarkan data atas gejala-gejala di lapangan yang bersifat khusus 

kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.  

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

       Dalam penelitian ini data sangat penting peranannya. Untuk itu digunakan 

2 (dua) macam bentuk data, yaitu: 

1. Data Primer 

Yaitu data  pokok  yang  diperoleh  langsung  dari  obyek  penelitian 

dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap 

informan. Metode observasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan 

data dengan menggunakan  pengamatan  secara   langsung   pada   objek   

penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang 

dimaksud dengan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada  petugas pendaftaran dan calon jemaah haji yang 
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mendaftar serta beberapa orang atasan yang mengerti benar atau terkait 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

 Data  pendukung  yang diperoleh  dari  sumber  lain yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini seperti buku-buku, peraturan tentang haji, dokumen, 

surat kabar, dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian 

ini.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

      Tempat penelitian ini dilaksanakan pada bagian Seksi Haji dan Umroh 

Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Secara umum penelitian ini 

dimulai pada bulan Februari 2011. Secara keseluruhan penelitian ini 

memerlukan waktu sekitar 6 bulan.  

Tabel 3.1 
Waktu dan Jadwal Penelitian Tahun 2011 

 
No. Kegiatan Tahun 2011 Febr Mar April Mei Juni Juli 
1. Penyusunan Proposal Penelitian             
  a. Menyusun proposal penelitian v v     
  b. Sidang proposal penelitian    v   
  c. Perbaikan proposal     v  
2. Penulisan Tesis       
  a. Wawancara dan observasi     v   
  b. Analisis dan mengolah data    v v  
  c. Penulisan laporan tesis    v v v 
3. Sidang Tesis       
  a. Perbaikan tesis       
  b. Sidang tesis       

Sumber: Diolah sendiri, 2011 
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D. Fokus Penelitian 

      Definisi operasional dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

pendaftaran calon jemaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Pangkalpinang. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-

sifat variabel yang dapat diamati (observable) dan diukur (measureable) 

secara empirik.  

      Sedangkan fokus penelitian ini pada kelompok sasaran pelayanan 

pendaftaran yaitu calon jemaah haji di Kota Pangkalpinang dan kelompok 

pelaksana pelayanan yaitu petugas pendaftaran haji di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pangkalpinang. Penelitian ini mengkaji kinerja birokrasi 

pemerintah khususnya dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendaftaran 

calon jemaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang 

Tahun 2011 M/1432 H. Untuk mengkaji kualitas pelayanan penyelenggaraan 

pendaftaran calon jemaah haji yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang ini, maka digunakan 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan dari teori Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry, yang dijabarkan seperti di bawah ini: 

 1. Dimensi Bukti Fisik (Tangible), arah pertanyaan yaitu: 

a. Alat/perlengkapan untuk memberikan pelayanan pendaftaran yang    

memadai, misalnya sarana komunikasi, dan komputerisasi yang 

modern dan aplikatif; 

  b.   Menyediakan ruang pendaftaran yang lengkap untuk kenyamanan; dan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 
 

 
 

58

c.   Memiliki pegawai berpakaian rapi dan seragam. 

 2. Dimensi Keandalan (Reliability), arah pertanyaan yaitu: 

  a. Kemampuan pegawai memenuhi janji dalam proses  dan prosedur 

pendaftaran; 

 b. Senantiasa berusaha dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi; dan 

  c.   Mampu memberikan pelayanan secara profesional. 

 3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness), arah pertanyaan yaitu: 

  a. Memiliki kesigapan pegawai yang tinggi; 

  b.   Senantiasa siap sedia dalam membantu; dan 

  c.   Perhatian pegawai kepada masyarakat dan tidak pernah tampak terlalu    

   sibuk dalam melayani. 

 4. Dimensi Jaminan (Assurance), arah pertanyaan yaitu: 

  a. Memiliki kemampuan pegawai yang memadai; 

  b. Memiliki pegawai yang senantiasa dapat menanamkan kepercayaan  

kepada masyarakat; dan 

c. Terjaga kemampuan pegawai sehingga tidak menimbulkan  

kekhawatiran. 

 5. Dimensi Empati (Empathy), arah pertanyaan yaitu: 

  a.   Senantiasa bersikap sopan santun; 
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  b.  Senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat secara 

   individual; dan 

  c.   Senantiasa memberikan jam pelayanan yang fleksibel. 

Tabel 3.2 
Fokus Penelitian Kualitas Pelayanan 

 
 

 
Variabel 

 
Dimensi 

 
Arah Pertanyaan 

 
 
1. Bukti Fisik    
    (Tangible) 

 
a.Alat/perlengkapan untuk memberikan    
   pelayanan pendaftaran yang memadai,  
   misalnya sarana komunikasi, dan 
   komputerisasi yang modern dan aplikatif; 
b.Menyediakan ruang pendaftaran yang 
   lengkap untuk kenyamanan;  
c.Memiliki pegawai berpakaian rapi & seragam.  
 

 
2. Keandalan      
    (Reliability) 

 
a.Kemampuan pegawai memenuhi janji     
   dalam proses dan prosedur pendaftaran; 
b.Senantiasa berusaha dapat memecahkan 
    masalah-masalah yang dihadapi; 
c.Mampu memberikan pelayanan secara    
    profesional. 
 

 
3. Daya Tanggap 
    (Responsiveness) 

 
a.Memiliki kesigapan pegawai yang tinggi; 
b.Senantiasa siap sedia dalam membantu; 
c.Perhatian pegawai kepada masyarakat dan  
   tidak pernah tampak terlalu sibuk dalam  
    melayani. 
 

 
4. Jaminan  
    (Assurance) 

 
a.Memiliki kemampuan pegawai yang memadai; 
b.Memiliki pegawai yang senantiasa dapat 
    menanamkan kepercayaan kepada masyarakat; 
c.Terjaga kemampuan pegawai sehingga tidak 
    menimbulkan kekhawatiran.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kualitas  
Pelayanan 

(Service 
Quality) 

 
5. Empati  
    (Empathy) 

 
a.Senantiasa bersikap sopan santun; 
b.Senantiasa memberikan perhatian kepada    
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   masyarakat secara individual;   
c.Senantiasa memberikan jam pelayanan  
   yang fleksibel. 
 

 
Sumber : Zeithaml,Valerie.A,A.Parasuraman and Leonard I.Berry,1990. 
Delivery Quality Service, New York: The Free Press. 

 

E. Informan 

      Menurut Irawan (2006) responden dijelaskan sebagai orang yang memberi 

informasi sesuai dengan permintaan/pertanyaan. Dalam penelitian kualitatif 

responden disebut key-information. Kemudian Irawan (2006:32) menegaskan 

bahwa dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sampel. 

      Sebagai informan, dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, 

yaitu: 

1. Calon jemaah haji yang mendaftar dan mendapat nomor porsi 

keberangkatan  menunaikan ibadah haji pada Tahun 2011M/1432 H yang 

berjumlah 20 orang jemaah. 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi 

Mapenda (dulu menjabat Kasubbag TU) dan 3 (tiga) orang staf haji 

sebagai petugas pelayanan pendaftaran calon jemaah haji. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

      Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 
 

 
 

61

 1. Wawancara 

     Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara 

pewawancara (penulis) dengan narasumber (key informants). Wawancara 

tidak dilaksanakan dengan struktur yang ketat, tapi dengan pertanyaan 

yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang 

terkumpul cukup mendalam tentang pendaftaran haji. 

 2. Observasi 

   Teknik pengumpulan data melalui pengamatan suatu objek secara 

langsung oleh peneliti tentang masalah kegiatan pendaftaran haji di kantor 

Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, kemudian hasil pengamatan 

tersebut di catat secara sistematika sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

 3. Dokumentasi 

  Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, laporan 

kegiatan bimbingan manasik haji dan dari berbagai catatan, arsip, buku-

buku serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

      Menurut Nazir (2005:346) analisis data merupakan bagian yang amat 

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat 

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
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Metode ini menggambarkan fenomena tertentu secara rinci. Alasan digunakan 

metode ini adalah sebagai berikut: 

 1. Mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail dan mendalam dari 

beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya 

dengan variabel yang diteliti. 

 2. Analisis deskriptif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi 

di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat 

mengembangkan konsep. 

 Ada 3 (tiga) langkah dalam penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi: 

1. Reduksi Data (Reduction Data) 

      Data yang diperoleh/data lapangan di tuangkan dalam uraian atau 

laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan di reduksi, yaitu 

di rangkum, di pilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian di cari tema atau polanya. Reduksi data berjalan secara 

terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan 

data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat 

ringkasan (mengelompokkan) dan membuang yang tidak terpakai, 

menyajikan ke dalam pola, memilih yang penting lalu membuat kategori. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Untuk memudahkan bagi peneliti, maka data disajikan dalam uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan menggunakan teks yang 

bersifat naratif. Namun untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 
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bagian-bagian tertentu dari penelitian ini, maka display data disajikan juga 

dalam bentuk tabel-tabel, gambar dan foto jemaah haji. 

  3. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

 Peneliti melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian berlangsung, yaitu sejak awal melakukan penelitian dan selama 

proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-

hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya 

data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh 

kesimpulan bersifat grounded, dengan kata lain setiap kesimpulan 

senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.  

Gambar Analisis Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (1990:20) 

dapat dilihat seperti di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif 
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20) 

 
 

 
Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Verifikasi/Kesimpulan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Dari permasalahan yang terjadi, maka kesimpulannya dengan implementasi 

yaitu dengan dibuktikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dimensi Bukti Fisik (Tangible) 

 Dalam arah pertanyaan a) alat/perlengkapan untuk memberikan pelayanan 

pendaftaran yang memadai, misalnya sarana komunikasi dan komputerisasi 

yang modern dan aplikatif; menyatakan bahwa berkualitas buruk. Sedangkan 

dalam arah pertanyaan b) menyediakan ruang pendaftaran yang lengkap untuk 

kenyamanan; berkualitas buruk. Selanjutnya dalam arah pertanyaan c) 

memiliki pegawai berpakaian rapi dan berseragam; menyatakan sudah baik.  

2.   Dimensi Keandalan (Reliability) 

Dalam arah pertanyaan a) kemampuan pegawai memenuhi janji dalam proses 

pendaftaran; menyatakan bahwa sudah baik. Sedangkan dalam arah 

pertanyaan b) senantiasa berusaha memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi; sudah baik. Selanjutnya dalam arah pertanyaan c) mampu 

memberikan pelayanan secara profesional; ternyata berkualitas buruk.  

3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)  

Dalam arah pertanyaan a) memiliki kesigapan pegawai yang tinggi; 

menyatakan bahwa petugas berkualitas buruk. Sedangkan dalam arah 

pertanyaan b) senantiasa siap sedia dalam membantu; menyatakan juga bahwa 
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berkualitas buruk. Selanjutnya dalam arah pertanyaan c) perhatian pegawai 

kepada masyarakat dan tidak pernah terlihat terlalu sibuk dalam melayani; 

menyatakan bahwa sudah baik.  

4.   Dimensi Jaminan (Assurance) 

Dalam arah pertanyaan a) memiliki kemampuan pegawai yang memadai; 

menyatakan bahwa sudah baik. Sedangkan dalam arah pertanyaan b) memiliki 

pegawai yang senantiasa dapat menanamkan kepercayaan kepada masyarakat; 

menyatakan sudah baik. Selanjutnya dalam arah pertanyaan c) terjaga 

kemampuan pegawai sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat; 

menyatakan petugas juga sudah baik.  

5. Dimensi Empati (Empathy) 

Dalam arah pertanyaan a) senantiasa bersikap sopan santun; menyatakan 

bahwa para pegawai sudah baik. Sedangkan dalam arah pertanyaan b) 

senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat secara individual; 

menyatakan juga bahwa sudah baik. Selanjutnya dalam arah pertanyaan c) 

senantiasa memberikan jam pelayanan yang fleksibel; menyatakan bahwa 

petugas juga sudah baik.  
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B. Saran 

 1. Dimensi bukti fisik (tangible) diharapkan untuk segera melengkapi: 

  a.   Ruang tunggu yang lebih luas, kursi tunggu yang modern, AC dan TV. 

b.  Tersedianya fasilitas peralatan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu) dan tersedianya alat Automatic Digital Elektronic yang dapat 

menampilkan posisi kuota secara otomatis; dan 

       c. Tersedianya fasilitas untuk menyajikan nomor urut antrian        

 pendaftaran calon jemaah haji sehingga yang mendaftar lebih teratur. 

 2. Dalam dimensi keandalan (reliability); diharapkan petugas agar mampu 

memberikan pelayanan secara lebih profesional kepada calon jemaah haji 

yang mendaftar, dengan kata-kata yang lembut dan penuh pengertian. 

3. Dalam dimensi daya tanggap (responsiveness); diharapkan petugas lebih 

dapat memiliki kesigapan yang tinggi dalam melayani calon jemaah haji 

yang mendaftar dan senantiasa siap sedia dalam membantu proses 

pendaftaran calon jemaah haji. 

4. Dalam dimensi jaminan (assurance) dan dimensi empati (empathy) 

pelayanan petugas pendaftaran haji sudah cukup baik, tetapi perlu 

ditingkatkan lagi pelayanannya seperti mau mendengarkan keluhan 

pendaftar, memiliki kepekaan perasaan yang tinggi, sehingga kualitas 

pelayanan yang diberikan dapat optimal dan pelayanan yang diterima 

dapat memuaskan masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN  

CALON JEMAAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 

 

Peneliti : HELDA RUYANI 

NIM  : 016182301 

Jurusan : Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pascasarjana 

 

Key Informan: 

Nama   : …………………………………………….. 

Pekerjaan  :……………………………………………… 

Pendidikan  : ……………………………………………... 

Alamat   : …………………………………………….. 

Tanggal Wawancara : ………………..       Pukul:    ....................... 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CALON JEMAAH HAJI  

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 

 

1.  Dimensi Bukti Fisik (Tangible), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki alat/perlengkapan 

pelayanan pendaftaran yang memadai, misalnya sarana komunikasi dan 

komputerisasi yang modern dan aplikatif ? 
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 Jawaban: 

 

b. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah menyediakan ruang pendaftaran 

yang lengkap untuk kenyamanan ? 

   Jawaban: 

 

c. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki pegawai yang   

berpakaian rapi dan berseragam ? 

  Jawaban: 

 

 

2.  Dimensi Keandalan (Reliability), arah pertanyaan yaitu: 

a.  Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki kemampuan pegawai     

yang memenuhi janji dalam proses dan prosedur pendaftaran? 

  Jawaban: 

 

b. Apakah pegawai di ruang seksi haji dan umroh sudah senantiasa berusaha  

dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ? 

  Jawaban: 

 

c. Apakah pegawai di ruang seksi haji dan umroh sudah mampu memberikan 

pelayanan secara profesional ? 

 Jawaban: 
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3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah petugas pendaftaran haji dalam melayani sudah memiliki kesigapan 

pegawai yang tinggi ? 

 Jawaban: 

 

b.   Apakah petugas pendaftaran haji senantiasa siap sedia dalam membantu ? 

 Jawaban: 

 

c.   Apakah perhatian pegawai kepada masyarakat dan tidak pernah tampak terlalu    

 sibuk dalam melayani ? 

 Jawaban: 

 

4. Dimensi Jaminan (Assurance), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah petugas sudah memiliki kemampuan pegawai yang memadai ? 

 Jawaban: 

 

b. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki pegawai yang 

senantiasa dapat menanamkan kepercayaan  kepada masyarakat ? 

 Jawaban: 
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c. Apakah dalam melayani sudah terjaga kemampuan pegawai sehingga tidak 

menimbulkan  kekhawatiran ? 

 Jawaban: 

 

5. Dimensi Empati (Empathy), arah pertanyaan yaitu: 

a.   Apakah petugas dalam melayani senantiasa bersikap sopan santun ? 

 Jawaban: 

 

b.  Apakah petugas senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat secara 

 individual ? 

 Jawaban: 

 

c.   Apakah petugas senantiasa memberikan jam pelayanan yang fleksibel ? 

  Jawaban: 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN  

CALON JEMAAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 

 

Peneliti : HELDA RUYANI 

NIM  : 016182301 

Jurusan : Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pascasarjana 

Key Informan: 

Nama   : …………………………………………….. 

NIP   :……………………………………………… 

Jabatan  : ……………………………………………... 

Tanggal Wawancara : …………………………….......................... 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETUGAS PENDAFTARAN 

CALON JEMAAH HAJI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 

1.  Dimensi Bukti Fisik (Tangible), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki alat/perlengkapan 

pelayanan pendaftaran yang memadai, misalnya sarana komunikasi dan 

komputerisasi yang modern dan aplikatif ? 

 Jawaban: 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41045.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



 

 

174

 

b. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah menyediakan ruang pendaftaran 

yang lengkap untuk kenyamanan ? 

   Jawaban: 

 

c. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki pegawai yang   

berpakaian rapi dan berseragam ? 

  Jawaban: 

 

 

2.  Dimensi Keandalan (Reliability), arah pertanyaan yaitu: 

a.  Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki kemampuan pegawai     

yang memenuhi janji dalam proses dan prosedur pendaftaran? 

  Jawaban: 

 

b. Apakah pegawai di ruang seksi haji dan umroh sudah senantiasa berusaha  

dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ? 

  Jawaban: 

 

c. Apakah pegawai di ruang seksi haji dan umroh sudah mampu memberikan 

pelayanan secara profesional ? 

 Jawaban: 
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3. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah petugas pendaftaran haji dalam melayani sudah memiliki kesigapan 

pegawai yang tinggi ? 

 Jawaban: 

 

b.   Apakah petugas pendaftaran haji senantiasa siap sedia dalam membantu ? 

 Jawaban: 

 

c.   Apakah perhatian pegawai kepada masyarakat dan tidak pernah tampak terlalu    

 sibuk dalam melayani ? 

 Jawaban: 

 

4. Dimensi Jaminan (Assurance), arah pertanyaan yaitu: 

a. Apakah petugas sudah memiliki kemampuan pegawai yang memadai ? 

 Jawaban: 

 

b. Apakah di ruang seksi haji dan umroh sudah memiliki pegawai yang 

senantiasa dapat menanamkan kepercayaan  kepada masyarakat ? 

 Jawaban: 
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c. Apakah dalam melayani sudah terjaga kemampuan pegawai sehingga tidak 

menimbulkan  kekhawatiran ? 

 Jawaban: 

 

5. Dimensi Empati (Empathy), arah pertanyaan yaitu: 

a.   Apakah petugas dalam melayani senantiasa bersikap sopan santun ? 

 Jawaban: 

 

b.  Apakah petugas senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat secara 

 individual ? 

 Jawaban: 

 

c.   Apakah petugas senantiasa memberikan jam pelayanan yang fleksibel ? 

 

 

 Pangkalpinang,  .………………. 
 Informan, 
 
 
 
 
 ……………………………….. 
 NIP.  
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